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Abstrak
Penelitian ini dibuat pada dasarnya untuk mengetahui sejauh mana penggunaan akad Muharabah
digunakan di Indonesia,karena pada awlanya akad mudharabah kurang diminati di Indonesia karena
kalah saing dengan bank konvensional,dan akad mudharabah juga memiliki resiko yang cukup
tinggi.penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk mencari data-data dari penelitian dan
artikel nasional 12 tahun terakhir,data-data tersebut dibaca dan dipahami dengan seksama lalu
dilakukanlah evaluasi.Hasil dari penelitian kami yaitu bahwa dalam implementasinya, penggunaan akad
mudharabah di Indonesia naik sejalan dengan semakin bertambahnya unit perbankan syariah,lalu untuk
resiko dan kendala dalam perkembangan akad mudharabah adalah ketidakefektifan model atau cara
pembiayaan pada akad mudharabah,hal tersebut bisa diminimalisir dengan upaya menegaskan syarat dan
ketentuan untuk memperjelas pelaksanaan akad.
Kata Kunci: Mudharabah, Resiko, Kendala, Implementasi.

Abstract
This research was made basically to determine the extent to which the use of Muharabah contracts was
used in Indonesia, because initially mudharabah contracts were less attractive in Indonesia because they
were not competitive with conventional banks, and mudharabah contracts also had a fairly high risk.
data from research and national articles in the last 12 years, these data are read and understood
carefully and then an evaluation is carried out. The results of our research are that in its implementation,
the use of mudharabah contracts in Indonesia increases in line with the increasing number of Islamic
banking units The risk and obstacle in the development of the mudharabah contract is the ineffectiveness
of the model or method of financing in the mudharabah contract, this can be minimized by affirming the
terms and conditions to clarify the implementation of the contract.
Keywords: Mudharabah, Risk, Constraints, Implementation

PENDAHULUAN
Akad syariah pada awalnya, kurang diminati oleh sebagian masyarakat Indonesia,

dikarenakan minimnya variasi pembiayaan yang dilakukan oleh entitas syariah. Salah satu akad
yang memiliki risiko tinggi adalah akad mudharabah, sehingga membuat minat masyarakat
terhadap akad ini di bank syariah masi lebih rendah dari pada akad murabahah. Tentu saja hal
tersebut berbeda dengan bank konvensional yang menyediakan berbagai inovasi pelayanan
kepada nasabahnya. Banyak orang yang masih belum memahami tentang entitas syariah secara
menyeluruh. Keterlambatan perkembangan entitas syariah itu menyebabkan banyak orang yang
tidak mengetahui bahwa ada banyak jenis akad di dalamnya. Banyak orang hanya mengenal
akad mudharabah sebagai pembiayaan entitas syariah (Hadi, 2011).

Meskipun akad ini memiliki risiko yang tinggi dan pemilik dana yang harus menanggung
risiko tersebut. Akan tetapi risiko ini masih relatif ringan dikarenakan adanya pengawasan dari
Bank Sentral untuk melindungi pemilik dana. Akan tetapi jika terbukti risiko tersebut disengaja
maka yang menanggung adalah pengelola dana. Namun, ketika bank bertindak sebagai pemilik
dana risiko yang dihadapi akan semakin besar karena belum adanya standar biaya untuk
berbagai jenis usaha (Hadi, 2011).
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Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa risiko yang tinggi pada akad
mudharabah menyebabkan pembiayaan lebih banyak dilakukan dalam akad murabahah,
dikarenakan pada akad mudharabah memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi
dan pembiayaan yang dilakukan di Indonesia masih menggunakan pembiayaan non-bagi hasil.

Namun, sebagian besar ulama menyatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang
memiliki prinsip bagi hasil. Harusnya, pembiayaan dengan skema bagi hasil lebih diutamakan
dari pada non-bagi hasil karena itu sesuai prinsip syariah yang berlaku.

Pengaruh dari pembiayaan non-bagi hasil membuat pemerintah mempersiapkan struktur
baru untuk meningkatkan akad mudharabah ini lagi. Dengan demikian, risiko yang tinggi
menyebabkan beberapa entitas atau bank syariah tidak menerapkan akad mudharabah dalam
skema akuntansinya. Jika terus seperti ini, maka keberadaan akad mudharabah di masa yang
akan datang juga semakin hilang (Hadi, 2011).

Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah menguraikan kendala implementasi
mudharabah di berbagai konteks, memberikan rekomendasi agar mudharabah diminati oleh
masyarakat, dan mengetahui kendala dalam mengatasi mengenai rendahnya minat masyarakat
terhadap pembiayaan mudharabah.

METODE PENELITIAN
Akad mudharabah merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh pemilik

modal dan pengelola modal dalam akad mudharabah ini pemilik modal memberikan dana
sepenuhnya kepada pengelola modal untuk diolah atau diberdayakan, untuk pembagian hasil
dari pemberdayaan modal.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian literature review.
Metode literature review merupakan metode atau suatu proses penelitian yang dilakukan
dengan cara mengidentifikasi, menilai penelitian-penelitian dengan kritis dan relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, data yang
dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini hasil mencari informasi berbagai sumber
seperti buku referensi, jurnal ilmiah, karangan ilmiah, dan sumber lainnya. Metode literature
review secara berurutan dimulai dari mengumpulkan data terlebih dahulu setelah itu membaca,
memahami topik dari data tersebut dan melakukan evaluasi. Dengan metode ini proses
mengulas suatu penelitian akan menjadi lebih akurat dan detail.

Dari beberapa sumber literatur dalam penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif,
karena lebih berisi deskripsi dari permasalahan yang ada. Dalam metode literatur review bisa
disebut sebagai analisis deskriptif yaitu penguraian secara teratur dari data penelitian dan
artikel nasional dalam 12 tahun terakhir yang sudah dikumpulkan dan diperoleh, lalu dijelaskan
kembali agar dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

Metode Literature review yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk
memperoleh data, informasi dan wawasan mengenai masalah artikel yang akan diteliti melalui
penelitian-penelitian terdahulu. Dari data yang diperoleh diharapkan bisa menjadi acuan untuk
mengerjakan penelitian kelompok kami tentang implementasi dan resiko akad Mudharabah

Dalam penelitian ini kami menggunakan 30 artikel (1 buku Akad Pembiayaan
Mudharabah Perspektif Islam, 1 web Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 28 jurnal artikel
nasional). Dari 30 artikel yang kami gunakan sebagian tahap penelitian dilakukan melalui
literature review dari artikel sebelumnya, dan sebagian lagi dilakukan dengan melihat
perkembangan akad mudharabah secara langsung.
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Berdasarkan artikel yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, sudah dibandingkan
dengan artikel yang relevan. Hasil dari perbandingan ini menunjukkan bahwa masih banyak
masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya akad mudharabah dan risiko pembiayaan
yang sangat besar. Masih adanya kendala yang memang belum bisa di atasi sepenuhnya dalam
perkembangan akad mudharabah adalah ketidakefektifan model atau cara pembiayaan pada
akad mudharabah yang membuat masyarakat tidak menggunakan akad ini. Hal tersebut bisa
diminimalisir dengan upaya menegaskan syarat dan ketentuan untuk memperjelas pelaksanaan
akad.

HASIL DAN PEMBAHASAN
I. Penjelasan akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh pemilik
modal (shahib al-maal) dan pengelola modal (‘amil), dalam akad mudharabah ini pemilik
modal memberikan dana sepenuhnya kepada pengelola modal untuk diolah atau
diberdayakan,untuk pembagian hasil dari pemberdayaan modal tadi dalam akad mudharabah
menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan porsi (nisbah) yang sudah tertera pada saat awal
akad berlangsung,lalu jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari pengelola
modal maka kerugian ditanggung bersama,namun jika kerugian tidak disebabkan oleh
pengelola modal maka kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal (Asep Dadang Hidayat,
2020).

Dasar hukum akad mudharabah bisa dilihat pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu
Majah dari Suhaib r.a. yang berisi “Ada tiga perkara yang diberkati yaitu jual beli yang
ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai tetapi untuk keluarga
bukan untuk dijual.” (Hali Makki, 2019).

Dasar hukum mudharabah ada dua macam antara lain yaitu:
a. Mudharabah Fasid

Mudharabah fasid adalah apabila syarat-syarat yang tidak sesuai dengan tujuan dari
mudharabah maka jika dilihat dari Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mudharabah tidak
bisa melakukan seperti yang seharusnya dilakukan oleh mudharabah yang shahih
(Nursalim, 2019).

b. Mudharabah Sahih
Mudharabah sahih Muharabah yang sudah sesuai dengan tujuan mudharabah dan syarat
dan rukun mudharabahnya sudah terpenuhi (Saputra, 2021).
Pembagian akad mudharabah sendiri dibagi menjadi tiga bagian yaitu mudharabah

muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Mudharabah muthlaqah
di sini merupakan akad mudharabah yang tidak terikat atau bebas, bebas yang dimaksud di sini
adalah pemilik modal membebaskan pengelola modal untuk melakukan pemberdayaan pada
modal yang sudah diberikan kepada pengelola, untuk mudharabah muqayyadah merupakan
akad mudharabah yang terikat, terikat yang dimaksud adalah pada saat awal akad pemilik
modal sudah menentukan usaha, waktu pelaksanaan, tempat, sifat dari usaha tersebut, dan
pihak yang melakukan usaha tersebut (Chefi Abdul Latif, 2020). Lalu, untuk mudharabah
musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya
dalam bentuk kerja sama investasi (Supandi, 2019).
II. Implementasi Akad Mudharabah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang semakin naik merupakan wujud dari
permintaan masyarakat yang menginginkan adanya konsep perbankan sesuai syariah islam.
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Bertambahnya unit bank syariah ini juga sejalan dengan berkembangnya penggunaan akad
mudharabah yang semakin baik. Hal tersebut terbukti dengan paradigma baru masyrakat
tentang bank syariah dimana hal ini membuat naiknya permintaan dana kepada bank syariah
(Ardiansyarh, 2013).

Dengan berkembangannya bank syariah juga menarik berbagai entitas keuangan untuk
menjalankan entitasnya dengan prinsip syariah. Pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah
ini sehingga masyarakat tertarik dan mulai ikut andil dalam berjalannya akad mudharabah pada
bank syariah. Maksud dari memberlakukannya akad mudharabah dikarenkan penggunaan
mudharabah sebagai jenis pembiayaan yang banyak dilakukan, maka dapat meningkatkan
performa perusahaan (Pitaloka & Wirman, 2021).

Dalam implementasinya, akad pembiayaan mudharabah ini ada atau diakui ketika sudah
ada kesepakatan antara pihak bank syariah dengan shohibul maal. Kesepakatan yang ada di
dalamnya antara lain besar pembiayaan, jangka waktu, dan jenis usaha serta nisbahnya.
Mudharabah termasuk dalam akad muamalah yang di dalamnya ada rukun rukun yang harus
dipenuhi. Di Indonesia, syarat dan rukun ini masih diberlakukan untuk menunjang
berlangsungnya pembiayaan mudharabah (Tarigan & Sriwardany, 2021).

Penerapan akad mudharabah didasarkan pada pola kemitraan yaitu adanya kesepakatan
terlebih dahulu. Pembiayaan akad mudharabah diperuntukkan bagi orang yang memiliki skill
dan pengalaman pada suatu bidang, tetapi mereka tidak memiliki modal untuk menjalankan
usahanya (Hermansyah & Febriadi, 2017).

Penggunaan akad Muharabah di Indonesia sendiri bisa dikatakan cukup tinggi jika dilihat
dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penggunaanya dapat digambarkan seperti tabel
dibawah ini:

Tabel 1. Presentase Pembiayaan Mudharabah Terhadap Total Pembiayaan

PERIODE
TOTAL PEMBIAYAAN
BASIS MUDHARABAH
(nominal dalam miliar)

TOTAL PEMBIAYAAN
(nominal dalam miliar)

TOTAL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH TERHADAP
TOTAL PEMBIAYAAN (%)

Jan-19 70.805 117.784 60,11

Feb-19 73.210 120.074 60,97

Mar-19 74.108 121.751 60,87

Apr-19 73.307 120.848 60,66

May-19 72.356 120.077 60,26

Jun-19 72.943 121.322 60,12

Jul-19 74.250 122.859 60,44

Aug-19 75.456 124.097 60,80

Sep-19 77.634 126.613 61,32

Oct-19 78.432 127.365 61,57

Nov-19 80.114 129.447 61,89
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Dec-19 81.275 130.830 62,12

Jan-20 81.843 131.001 62,48

Sumber: (OJK), 2020)

Dapat disimpulkan bahwa semenjak tahun 2019-2020 tren dalam pembiayaan
akad mudharabah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penggunaan ini
meningkat dikarenakan banyak orang yang mempertimbangkan penggunaan akad
mudharabah dengan akad lain dari segi bagi hasil atau nisbah, meskipun akad ini
cenderung beresiko tinggi, namun dalam sistem bagi hasilnya dilakukan dengan metode
bagi untung/rugi.

Namun, di Indonesia masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan dalam akad
mudhrabah seperti, jaminan dan kolektibilitas dari kelancaran pembayaran pembiayaan. Hal ini
ditinjau dari Pasal 1338 KUHP bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan iitikad baik dan
tidak boleh ada penyimpangan dalam bentuk apapun (Nurzaiyani & Sari, 2014)
III. Risiko Akad Mudharabah di Indonesia

Dalam kegiatan usahanya bank seringkali dihadapkan dengan berbagai macam risiko.
Ada beberapa risiko yang diakibatkan nasabah yakni ketika nasabah sengaja tidak mau
membayar pembiayaannya padahal nasabah tersebut mampu dalam membayar dan risiko
kerugian yang diakibatkan karena ketidaksengajaan seperti musibah. Timbulnya risiko akan
semakin besar apabila banyaknya dana yang disalurkan (Sappara, 2021)

Berdasarkan risiko diatas hal tersebut sudah tercantum pada Peraturan Bank Indonesia
Nomor 13/23/PBI/2011 Pasal 5 ayat (1) dalam peraturan ini mengklasifikasikan risiko bagi
Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yakni risiko kredit, risiko pasar,
risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko
kepatuhan, risiko imbal hasil (rate of return risk), risiko investasi (equity investment risk)
(Watiningsih, 2016).

Beberapa resiko dalam pembiayaan Mudharabah yakni ketika nasabah mempergunakan
dana tersebut tetapi digunakan dengan semena-mena atau tidak sesuai dengan yang ada di
dalam kontrak, atau kesalahan yang memang terjadi karena adanya kesengajaan (Friyanto,
2013), ada juga risiko penggunaan dana yang tidak sesuai, dimana nasabah tidak amanah dalam
penggunaan dana yang terjadi dalam kontrak. Kurangnya perhatian dalam pengelolaannya
sehingga kemungkinan dapat terjadi kasus memalsukan kesalahan. yang lebih parah yaitu
terdapat penyembunyian hasil keuntungan dimana pelaku tersebut tidak lain oknum nasabah
apabila nasabah tidak jujur (Khozin Zaki, Rani Handani, 2021),lalu ada risiko yang disebabkan
oleh displaced commercial risk yaitu ketika bank syariah akan melakukan peningkatan
keuntungan untuk menyimpan dana dengan cara mendorong investasi kepada para pemegang
rekening, risiko operational risk yaitu ketika investor menanggung kerugian tanpa hak
pemerintah pengalihan manajemen dan membagikan seluruh keuntungan (Kartika Soetopo,
2018)

Dalam akad mudharabah besar kemungkinan dapat timbul resiko lainnya diantaranya
yaitu force majeure yaitu resiko yang tidak terduga, ataukasus yang terjadi diluar kemampuan
manusia untuk menghindari kerugian akibat kejadian alam tak terduga. selanjutnya ada resiko
miss management dimana adanya pengelolaan keuangan yang buruk, atau kegagalan
manajemen secara umum karenakurangnya struktur yang seragam, kurangnya bahasa yang
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seragam dalam manajemen dan senioritas yang berlebihan dalam tugas management. Resiko
yang terakhir yaitu moral hazard dimana aktivitas pemegang saham bank tidak sepenuhnya
diketahui oleh deposan, untuk memungkinkan pemilik dalam mengambil tindakan yang berada
diluar sepengetahuan deposan sehingga, dapat melanggar kontrak yang sudah ada dalam
perjanjian (Subakti, 2019).

IV. Kendala Akad Mudharabah
Dalam akad mudharabah tentunya akan menemui kendala- kendala yang harus di hadapi

ketika melakukan akad mudhrabah. Kendala adalah segalah hal yang dapat menghambat
seseorang dalam melakukan kegiatan akad mudharabah. Dengan perkembangan ekonomi yang
semakin kompetitif, sebagai orang yang ingin melakukan akad dapat mengantisipasi kendala-
kendala yang terjadi baik yang bersifat internal dan eksternal (Sihadi et al., 2018). kendala-
kendala yang dihadapi ketika melakukan akad mudharabah diantaranya yaitu;
1. Kendala dalam pengisian data pelanggan dapat mencakup kesalahan pengisian seperti

permintaan koreksi atau modifikasi, juga dapat mencakup permintaan yang tidak lengkap
dikumpulkan sebagai persyaratan, foto yang diperlukan, dan file lainnya mungkin kurang
untuk persyaratan akad mudharabah. Kendala pada saat akad berjalan seperti
penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah untuk keperluana atau tujuan lain, nasabah
melakukan kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan kerugian
(Jayani & Ruffaida, 2020).

2. Kurangnya kejelasan serta kemauan deposan dalam mengambil sebuah resiko dalam akad
mudharabah.

3. Ketidakefektifan model atau cara pembiayaan pada akad mudharabah yang berkaitan
dengan para pengusaha, segi biaya, teknis, dan permasalahan efisiensi (Katman &
Indrawati, 2020).

4. Dalam akad mudharabah juga masih terdapat banyak resiko yang terlalu tinggi terutama
pada bagian sistem penerapan produk pembiayaan.

5. Belum adanya standarisasi produk mudharabah hal ini dikarenakan masih banyak
permasalahan terkait keuangan syariah yang belum terselesaikan.

6. Masalah hukum masih perlu terus ditingkatkan agar akad mudharabah dapat dilaksanakan
secara optimal dalam rangka pemberdayaan masyarakat, khususnya pengusaha kecil dan
menengah yang masih membutuhkan dukungan permodalan di masa depan usahanya
(Nurhasanah, 2010).

7. Selanjutnya terdapat kendala berupa kekeliruan jenis objek dimana akad itu dipandang
batal sejak awal oleh nasabah, sehingga nasabah merasa dirugikan karena adanya
komunikasi yang kurang jelas antara kedua belah pihak yang melakukan akad
mudharbahbelum adanya standart dan kejelasan pada panduan akad mudharabah (Alia,
2017).

8. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai pengalaman dalam menjalankan akad
mudharabah.

9. Masih tingginya biaya pengelolaan keuangan secara profesional yang sesuai dengan
prinsip syariah (Arfan et al., 2016).

V. Upaya Mengatasi Risiko dan Kendala Aka Mudharabah
Dalam mengatasi risiko dan kendala yang terjadi dalam pembiayaan akad murabahah di

atas maka Lembaga Entitas Syariah memerlukan beberapa upaya untuk memanilisir resiko dan
kendali tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
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a. Penetapan syarat dan ketentuan mengenai rasio ekuitas utang maksimum.
Upaya yang pertama ini merupakan jalan terbaik bagi para penulis dalam

melakukan pemilihan pertimbangan untuk mengurangi atau mengatasi risiko yang timbul
dari pembiayaan akad murabahah yang terjadi di Lembaga Syariah.

Upaya ini, apabila takaran atas investasi yang di berikan oleh Shahibul maal kepada
Mudharib yang memadai, maka tindakan yang tidak jujur atau curang dari pengelola dana
pasti akan berkurang dengan sendirinya, dikarenakan dalam penentuan Konvenan ini
kerugian akan di tanggung oleh Mudharib jika Mudharib melakukan kesalahan yang
merugikan dengan sengaja. Dalam masa pelaksanaan akad mudharabah ini pasti akan
timbul masalah dari Shahibul maal dengan mudharib dengan demikian maka tujuan dari
menetapkan convenant ini agar dapat mengurangi masalah serta risiko yang muncul dalam
pembiayaan akad mudharabah (Indratno, 2010).

Jadi, untuk mengatasi tindak ketidakjujuran atau kecurangan, maka Shahibul Maal
harus memberikan takaran atas investasi yang memadai. Hal ini dikarenakan Mudharib
akan menanggung kerugian dalam penentuan konvenan.

b. Menentukan rasio maksimum aktiva tetap terhadap total aktiva
Banyaknya persyaratan dalam melakukan pinjaman dan salah satu persyaratan

untuk mengajukan pinjaman keuangan yaitu memiliki jaminan berupa harta yang jelas
yang dapat digunakan dan memiliki nilai yang setara dengan jumlah pinjaman. Semakin
tinggi nilai properti berwujud pelanggan, semakin besar kemungkinan mereka
mendapatkan kredit. Oleh karena itu, tingginya nilai aset tetap berdampak positif pada
sumber utang/dana.

Alternatif solusi kedua untuk masalah yang diajukan oleh peneliti adalah
mengusulkan kontrak (kondisi) untuk rasio maksimum fixed assets terhadap total assets
bisnis Mudhari. Yang istimewa dari perjanjian ini adalah bahwa dana Mudarabah tidak
digunakan untuk menginvestasikan secara berlebihan pada aset berwujud. Misalnya, Anda
dapat mengatur rasio maksimum menjadi 20% (Suryani, 2012).

Jadi, untuk menentukan rasio maksimum aktivs tetap terhadap total aktiva ada 2
solusi alternatif yang pertama ketika properti berwujud pelanggan semakin tinggi nilainya,
maka semakin tinggi kemungkinan mereka mendapatkan kredit. Sedangkan kemungkinan
yang kedua yaitu mengusulkan kontrak untuk rasio maksimum fixed assets terhadap total
assets yang didalamnya berisi dana mudharabah tidak digunakan untuk investasi secara
berlebihan kepada asset berwujud.

c. Menetapkan konvensi untuk penyelenggaraan pemantauan
Ada beberapa jenis transaksi mudharabah yang tidak dapat dilihat secara transparan

dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah. Jika tidak mungkin untuk secara
transparan mengidentifikasi aliran banyak uang Madarib melalui Shahibul Maal, dorongan
dan keinginan untuk menyimpang dari Muddarib akan meningkat. Contohnya pinjaman
mudharabah di toko retail yang menggunakan cash register untuk semua transaksi
memerlukan ketentuan yang berbeda dengan pinjaman mudharabah di toko retail yang
tidak menggunakan cash register untuk transaksi. Jenis pemantauan ini digunakan untuk
mencatat perbedaan arus kas.

Pendekatan lain adalah untuk memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit atas
laporan keuangan klien dari penasihat keuangan yang berkualifikasi dan kompeten. Dalam
hal ini, auditor pihak ketiga terlibat. Salah satu cara untuk mengelola masalah keagenan
dalam kontrak Mudarabah adalah dengan menggunakan aturan audit. Dengan cara ini,
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laporan keuangan klien diperiksa keakuratannya oleh pihak ketiga (akuntan) dan (shahibul
maal) benar-benar yakin bahwa laporan yang disajikan adalah benar. Tujuan dari analisis
keuangan adalah menentukan posisi keuangan bisnis pelanggan, menentukan tingkat
pendanaan yang wajar dan sesuai, dan menentukan pembayaran atau kemampuan
pelanggan untuk membayar kembali. Bank menganalisis keuangan perusahaan nasabah
berdasarkan laporan keuangan tahunan yang disampaikan. Akan lebih dapat diandalkan
jika pelanggan dapat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh perusahaan
audit.

Pegawai Bank bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi
pinjaman/pembiayaan. Hal ini diperlukan sebagai tindakan peringatan dini untuk
memprediksi bukti-bukti penyimpangan dari persyaratan yang disepakati antara
debitur/Madalib dan debiturr. Untuk mengetahui tingkat kualitas/recoverability kredit
pada permasalahan perbankan yang mengakibatkan buruknya kualitas kredit/kredit, dan
dalam kebijakan kredit bank, seluruh pegawai bank dalam proses kredit/pinjaman
(Friyanto, 2013; Sarono, 2019).

Jadi kesimpulannya beberapa jenis transaksi mudharabah yang tidak dapat dilihat
secara transparan yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah, contoh di toko retail
yang menggunakan cash register untuk semua transaksi yang memerlukan ketentuan yang
berbeda dengan yang tidak menggunakan cash register untuk transaksi. Pemantauan ini
digunakan untuk mencatat perbedaan arus. Tujuan dari analisis keuangan adalah
menentukan posisi keuangan bisnis pelanggan serta menentukan pembayaran atau
kemampuan pelanggan untuk membayar kembali. Pegawai bank bertanggung jawab dalam
mengawasi pinjaman pembiayaan. Hal ini diperlukan sebagai tindakan peringatan diri
untuk memprediksi bukti - bukti penyimpangan dari persyaratan yang disepakati debitur/
madalib dan debitur.

d. Penandatanganan Kontrak Bagi Hasil dengan Kontrak Bagi Hasil
Metode ini penulis ajukan sebagai alternatif, mengingat bank syariah akan menutup

dan mengurangi kontrak yang membagi kinerja dengan model bagi hasil. Prediksi
risikonya. Ini adalah salah satu metode perbankan yang perlu dipertimbangkan Dalam
menerapkan skema bagi hasil mudharabah. Hasil cash management mudharabah, salah
satu metode perbankan ini, dapat dihitung dengan dua cara: pendapatan proyek (revenue
sharing) dan keuntungan proyek (profit sharing).

Definisi prinsip bagi hasil yang dipilih harus disepakati dalam kontrak. Akan lebih
mudah untuk menghitung distribusi kinerja menggunakan pendekatan bagi hasil Cara ini
sangat berguna bagi bank yang tidak memerlukan staf dengan spesifikasi khusus untuk
transaksi tertentu untuk mengelola dan memantau biaya yang dikeluarkan oleh bank.
Pelanggan, tetapi tidak semua pendanaan menggunakan kontrak. Bagi hasil merupakan
salah satu pedoman umum untuk mendorong pengendalian diri adalah perjanjian mudharib
(syarat) untuk melakukan bisnis dengan biaya di luar kendali yang rendah (persentase
biaya di luar kendali yang rendah). Tidak diragukan lagi bahwa transaksi Mudalib dengan
biaya besar yang tidak terduga akan menjadi sumber perdebatan antara Shahiburu Mar dan
Madarib mengenai siapa yang harus menanggung biaya tersebut (Firdaus, 2017; Rahayu,
2013).

Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan penandatanganan kontrak bagi hasil
dengan kontrak bagi hasil di atas dapat di simpulkan bahwa bank syariah akan menutup
dan mengurangi kontrak yang membagi kinerja dengan model bagi hasil, maka akan lebih
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mudah untuk menghitung distribusi kinerja menggunakan pendekatan bagi hasil. Dimana
sangat memudahkan Bank yang tidak memerlukan staf dengan spesifikasi khusus dalam
mengelolah dan memantau berbagai jenis biaya yang di keluarkan oleh bank, dalam
prinsip ini bank harus menggunakan prinsip perjanjian Mudharib (Syarat) dalam
melakukan bisnis dengan biaya yang rendah.

e. Menetapkan Perjanjian Preferensi Pelanggan (Mudharib) dengan Memutuskan untuk
Membayar Zakat

Sebagai alternatif, penulis ingat bahwa metode ini tidak dapat mentolerir efek dari
segala bentuk penipuan dan penipuan pada keputusan dan pembayaran Zakat. Masalah
yang dapat muncul ketika implementasi untuk mengatasi kelemahan Konvensi Mudarabah
dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Modal yang disediakan dalam konteks ini, bahwa
meskipun mereka dapat berbohong (berbahaya), prinsip-prinsip agama dapat digunakan
sebagai pengendalian diri, tetapi mereka dapat dengan jujur menyampaikan konsekuensi
dari upaya mereka.

Ketika seorang individu memandang organisasi sebagai misi, hasil yang terpenting
yaitu bagaimana cara yang digunakan agar tujuan tersebut tercapai atau etika yang
digunakan dalam mendapatkan tujuan tersebut. Konvensi Mudarabah jika dianggap
amanah, berarti bahwa tujuan kemitraan tidak jauh dari makna amanat. Artinya, menebar
rahmat kepada Khalifah Filard atau ke seluruh dunia. Keberadaan etika syariah dalam
organisasi perusahaan sebenarnya merupakan konsekuensi alami dari penggunaan
metafora kepercayaan. Secara teknis, penerapan metafora kepercayaan pada realitas
kemitraan bisnis adalah metafora kemitraan di Zakat (Khoiriyah Trianti, 2014).

Jadi kesimpulannya berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa
banyak cara untuk mengatasi kelemahan Konvensi Mudarabah. Salah satunya jika
Konvensi Mudarabah dianggap amanah berarti memiliki tujuan kemitraan tidak jauh dari
makna amanat. Keberadaan etika syariah dalam organisasi perusahaan sebenarnya
merupakan konsekuensi alami dari penggunaan metafora kepercayaan. Yang dimaksud
penerapan metafora kepercayaan adalah metamorfosa kemitraan di Zakat.

SIMPULAN
Akad mudharabah merupakan perjanjian yang dibuat oleh pemilik modal dan pengelola

modal. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang semakin naik merupakan wujud
dari permintaan masyarakat yang menginginkan adanya konsep perbankan sesuai syariah islam.

Dalam implementasinya, penggunaan akad mudharabah di Indonesia naik sejalan dengan
semakin bertambahnya unit perbankan syariah. Pengakuan pembiayaan mudharabah diakui
ketika ketika sudah ada kesepakatan antara pihak bank syariah dengan shohibul maal.

Kendala dalam perkembangan akad mudharabah adalah ketidakefektifan model atau cara
pembiayaan pada akad mudharabah. Hal tersebut bisa diminimalisir dengan upaya menegaskan
syarat dan ketentuan untuk memperjelas pelaksanaan akad.
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